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P U T U S A N

Nomor :  03/  G/  2011/  PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- - - - -  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Denpasar  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te l ah  menja tuhkan  

putusan  dengan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t ,  dalam sengketa  

anta ra  :  

I  GEDE KAJENG MUDIKA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

swasta ,  a lamat  tempat  t i ngga l  ja l an  

Untung  Surapat i  Nomor  2 Amlapura  yang  

untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  PENGGUGAT 

- - - - - - - - - - - - - - -

      MELAWAN :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI ,  Berkedudukan  di  ja l an  W.R.  

Supra tman  Nomor  7  Denpasar  Bal i ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Kapolda  

Bal i  Nomor  :  Spr in /  554/  I I I /  2011  

te r t angga l  17  Maret  2011,  member ikan  

kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Nama            :    I  NYOMAN ARTANA,  

SH.MH.

Pangkat /N rp : AKBP/  60020326

Jabatan : STAF BANHATKUMBIDKUM.

Kesatuan : POLDA BALI .

2. Nama : PUTU JANAWATI,  SH.MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Pangkat /N rp : AKBP/  63050955

Jabatan : STAF BANHATKUMBIDKUM.

Kesatuan : POLDA BALI .

3. Nama : I  WAYAN KOTA,SH.

Pangkat /N ip :  PENATA/  

199809171996031002

Jabatan : STAF BANHATKUMBIDKUM.

Kesatuan . . .

Kesatuan : POLDA BALI .

4. Nama : AGUS WIRAWAN, SH.

Pangkat /N ip : PENATA.  I  /  

196407071996031001

Jabatan :  STAF BANHATKUMBIDKUM

Kesatuan :   POLDA BALI .

Untuk  se lan ju t n ya  disebu t  

sebaga i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Nomor  :  03/  

G/  PEN.MH/  2011/  PTUN.Dps  tangga l  10  Maret  2011,  ten tang  

Penunjukan  Maje l i s  Hakim;  - - - -  

- - - - - Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  03/  G/  

PEN.PER/2011/  PTUN.Dps,  tangga l  11  Maret  2011  ten tang  

Penetapan  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

- - - - - Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  03/  G/  

PEN.HS/  2011/  PTUN.Dps,  tangga l  28  Maret  2011  ten tang  Har i  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Sidang  Per tama ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Telah  membaca dan  mempela ja r i  sura t - sura t  da lam berkas  

perkara  ; - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

- - - - - Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  sura t  gugatannya  

te r t angga l  07  Maret  2011  yang  te l ah  dida f t a r kan  di  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  tangga l  

07 Maret  2011  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

03/  G/  2011/  PTUN.Dps,  yang  te l ah  dipe rba i k i  secara  fo rma l  

pada  tangga l  28  Maret  2011  dengan  gugatan  mana  Penggugat  

mendal i l k an  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - -

- - - - - Bahwa,  yang  menjad i  obyek  sengketa  ada lah  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  dike lua rkan  oleh  Tergugat /  

Kepala  Kepol i s i a n  Daerah  Bal i  ya i t u  Sura t  Keputusan  Nomor  

Pol  :  Skep/  308/  X/  2009  tangga l  30  Oktober  2009  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Bahwa  dasar - dasar  gugatan  in i  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa obyek  sengketa  te rsebu t  d ia tas  ada lah  merupakan  

keputusan  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  dimaksud  da lam 

Pasal  1  but i r  9  Undang- Undang  Nomor   5   Tahun   1986  

ten tang   Perad i l an   Tata   Usaha 

Negara . . .

Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  berdasarkan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  d i rubah  untuk  kedua  

ka l i nya  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ya i t u  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  d ike lua r kan  oleh  

badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  

3
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t i ndakan  hukum Tata  Usaha Negara  berdasarkan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ,  yang  bers i f a t  

konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  

hukum bag i  seseorang  atau  Badan Hukum Perda ta  ;  

2. Bahwa  gugatan  yang  dia j ukan  Penggugat  te l ah  sesusa i  

dengan  keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986,  karena  d ia j ukan  dalam  jangka  waktu  t i dak  leb ih  

dar i  90  (sembi l an  pu luh )  har i  te rh i t ung  se jak  saat  

Pelaksanaan  Putusan  Pengadi l an  dar i  Kejaksaan  Neger i  

Amlapura  te r t angga l  17  Januar i  2011  yang  menyatakan  

bahwa  Terdakwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung  RI  

Nomor  :  168  PK/  PID.SUS/  2009  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  pada  t i ngka t  Penin jauan  Kembal i  (PK)  t i dak  

te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  

t i ndak  Pidana  sebaga imana  Dakwaan da lam semua Dakwaan,  

membebaskan  Terp idana  o leh  karena  i t u  dar i  semua 

Dakwaan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Penggugat  ada lah  warga  Negara  Republ i k  

Indones ia ,  berhak  atas  pemenuhan  Hak  Asas i  Manusia  

yang  di j am in  dalam  Konst i t u s i  Negara  Republ i k  

Indones ia  tanpa  Disk r im inas i  da lam  bentuk  apapun  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  sebaga i  Warga  Negara  Republ i k  Indones ia ,  

Penggugat  memi l i k i  hak  yang  sama didepan  hukum untuk  

mendapatkan  kead i l an  dan  pen jaminan  kepent i ngan  

sebaga i  warga  negara  seper t i  te r can tum  dalam Pasa l  28  

D ayat  (1 )  Undang- Undang  Dasar  1945  :  ”Set i ap  orang  

4
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berhak  atas  pengakuan,  jaminan ,  per l i n dungan ,  dan  

kepas t i an  hukum yang  adi l  ser ta  per lakuan  yang  sama 

dihadapan  hukum”;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa sebaga i  Warga   Negara     Republ i k     Indones ia ,  

Penggugat   juga  

di j am in . . .

d i j am in  per l i n dungan  dan  pemenuhan  Hak  Asas i  

Manusianya  seper t i  te rcan tum  da lam  Pasal  2  Undang-

Undang  Nomor  39  Tahun  1999  ten tang  Hak Asas i  Manus ia  

yang  berbuny i  :  ”Negara  Republ l i k  Indones ia  mengaku i  

dan  menjun jung  t i ngg i  Hak Asas i  Manusia  dan  kebebasan  

dasar  manusia  sebaga i  hak  yang  secara  kodra t i  meleka t  

pada  dan  t i dak  te rp i sahkan  dar i  manus ia ,  yang  harus  

di l i n dung i ,  d iho rmat i ,  dan d i t egakkan  demi  pen ingka tan  

martaba t  kemanus iaan ,  kese jah te raan ,  kebahag iaan ,  dan  

kecerdasan  ser ta  kead i l an ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa,  se lan ju t nya  dike tahu i  TERGUGAT  sebaga i  

penye lenggara  Negara  Republ i k  Indones ia  ada lah  

pengemban  amanat  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  

te rsebu t  d ia tas  untuk  mel indung i ,  memajukan,  

menegakkan,  dan  menjamin  pemenuhan  Hak  Asas i  set i ap  

warga  Negara  Republ i k  Indones ia  te rmasuk  PENGGUGAT” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  in i  ada lah  sesua i  dengan  pasa l  281  ayat  (4 )  

perubahan  kedua  Undang- Undang  Dasar  1945,  

”Per l i n dungan ,  kemajuan ,penegakkan ,  dan  pemenuhan  Hak 

Asas i  Manusia  adalah  tanggung  jawab  negara ,  te ru tama  

pemer in tah ” .  Hal  in i  yang  menjad i  dasar  bag i  adanya  

5
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hubungan  hukum anta ra  PENGGUGAT dan  TERGUGAT sebaga i  

penye lenggara  Negara  Republ i k  

Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  atas  dasar  te rsebu t  d ia tas ,  maka  Penggugat  

sebaga i  warga  negara  Republ i k  Indones ia  mengajukan  

gugatan  perbua tan  melawan  hukum  atas  te r j ad i n ya  

penye lenggaraan  Hak Asas i  Manusia  yakn i  Pemberhent i an  

Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  te rhadap  Penggugat  tanpa  

dise r t a i  prosedur  dan  dasar  hukum  yang  

je l as  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa berdasarkan  argumentas i  dan  keten tuan  hukum 

dia tas ,  maka  je l as l ah  bahwa  PENGGUGAT  mempunyai  

kedudukan  dan  kepent i ngan  hukum  sebaga i  p ihak  yang  

di rug i kan  atas  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  

Dinas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  tanpa  

mela lu i  prosedur  dan  ber ten tangan    dengan  

Pera tu ran     Perundang- undangan

yang. . . .

 yang  ber laku  yang  di l akukan  TERGUGAT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  alasan- alasan  gugatan  PENGGUGAT ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  - - -

1. Bahwa  PENGGUGAT diangka t  menjad i  Anggota  Pol r i  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  Nomor  Pol  :  SKEP/  

PERS.TRIM- 108.B /  I I I /  1980,  Tangga l  5  Maret  1980  

dengan  pangkat  Bharada  dan  di tempatkan  per tama  ka l i  

sebaga i  Anggota  Provos  Pol res  Jepara  Jawa  Tengah  

6
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dan  te rakh i r  ber tugas  sebaga i  Anggota  Log is t i k  

Pol res  Karang  Asem dengan  pangkat  te rakh i r  Br ip tu  

sebaga imana  Sura t  Keputusan  Kapolda  Bal i  Nomor  

Pol  :  SKEP/  225/  VI /  2004,  Tangga l  24- 5- 2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa,  sek i ra  tahun  2006  PENGGUGAT disangka /d i dakwa  

te l ah  melakukan  perbua tan  t i ndak  p idana  ”Dengan  

senga ja  melakukan  serangka ian  kebohongan  atau  

membujuk  anak  melakukan  perse tubuhan  dengannya”  

sebaga imana  dia tu r  da lam Pasal  81  ayat  (2 )  Undang-

Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  ten tang  Per l i ndungan  

Anak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atas  Dakwaan  te rsebu t  te l ah  dipe r i k sa  dan  d ipu tus  

bebas  oleh  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Neger i  Amlapura  

sebaga imana  Putusan  Nomor  :  45/  Pid .B /  2007/  PN.AP 

Tangga l  29  Agustus  2007  yang  amarnya  berbuny i  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   Menyatakan  Terdakwa I  GEDE KAJENG MUDIKA  t i dak  

te rbuk t i  bersa lah  secara  sah  dan  meyak inkan  

melakukan  perbua tan  p idana  sebaga imana  

didakwakan  Penuntu t  Umum dalam  Dakwaan  Pr ima i r  

dan  Subs ida i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Membebaskan  Terdakwa  dar i  sega la  Dakwaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.  Memul ihkan  hak  Terdakwa  dalam 

kemampuan,  kedudukan  dan  harka t  ser ta  

martaba tnya  pada  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Membebankan  biaya  perkara  sebesar  

Rp.1 .000  (se r i bu  rup iah )  kepada  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Memer in tahkan . . .

5.     Memer in tahkan  barang- barang  bukt i  da lam 

perkara  in i  berupa  :  - -

-   1 (sa tu )  buah Hp merek  Nokia  type  1600  dengan  

nomor  s im  card  :  081338508462  dikembal i kan  kepda  

pemi l i k nya  I  GEDE  KAJENG  MUDIKA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

-  1  (sa tu )  berkas  Pr in t  out  nomor  Hp 

081338508462  te tap  te r l amp i r  da lam  berkas  

perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa,  atas  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Amlapura  Nomor  

:  45  /P id .B /  2007/  PN.AP  tangga l  29  Agustus  2007  

te rsebu t  d ia tas ,  Jaksa  Penuntu t  Umum Kejaksaan  

Neger i  Amlapura  mengajukan  Kasas i  ke  Mahkamah Agung  

RI ,  dengan perkara  reg i s t e r  Nomor  :  715/  K/  PID.SUS/  

2007  yang  te l ah  dipu tus  pada  tangga l  03  Apr i l  2008  

yang  amarnya  

berbuny i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- menyatakan  Terdakwa  I  GEDE  KAJENG  MUDIKA 

te rsebu t ,  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  

bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  :  ”  dengan  

senga ja  melakukan  serangka ian  kebohongan  dan  

membujuk  anak  melakukan  perse tubuhan  

dengannya”  ;  - - - - - - -

- Menja tuhkan  pidana  te rhadap  Terdakwa  te rsebu t  

dengan  pidana  pen ja ra  se lama  :  7  ( tu j uh )  tahun  

dan  pidana  denda  sebesar  Rp.60 .000 .000  (enam 

puluh  ju ta  rup iah )  dengan  keten tuan  j i ka  denda  

te rsebu t  t i dak  dibayar  dapat  d igan t i  dengan  

pidana  kurungan  se lama  6  (enam)  bulan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menetapkan  lamanya  Terdakwa berada  da lam tahanan  

diku rang  se lu ruhnya  dengan  lamanya  p idana  yang  

di j a t uhkan  atas  d i r i  

Terdakwa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menetapkan  agar  barang  bukt i  

berupa  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 1  (sa tu )  buah  HP merk  Nokia  type  1600  dengan  

nomor  s im  card  :  081338508462  di rampas  unutk  

dimusnahkan; - - - - - - - - - - - - - -

- 1 (sa tu )  un i t  sepeda  motor  Suzuk i  Sat r i a  warna  

bi ru  put i h  dikembal i kan  kepada  I  Dewa  Gede 

Al i t  Budiasa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  1(sa tu ) . . .

- 1  (sa tu )  berkas  pr in t  out  nomor  HP 

081338508462  te tap  te r l amp i r  da lam  berkas  
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perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Termohon  Kasas i /Te rdakwa  te rsebu t  

untuk  membayar  biaya  perkara  dalam semua t i ngka t  

perad i l an  dan  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  

d i t e t apkan  sebesar  Rp.2 .500  (dua  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa berdasarkan  Putusan  Kasas i  Mahkamah Agung  RI  

Nomor  :  715/  K/  PID.SUS/2007  tangga l  5  Apr i l  2008,  

pada  tanggga l  3  September  2009  Pol res  Karang  Asem 

menyelenggarakan  Sidang  Kode  Et i k  Profes i  Pol r i  

dengan  mengacu  Pasa l  12  ayat  (1 )  huru f  a  PPRI  

Nomor  :  1 Tahun 2003 dengan  Putusan  Nomor  Pol  :  Kep/  

01/  IX /  2009  tangga l  3  September  2009  yang  

menja tuhkan  sanks i  kepada  te rpe r i k sa  I  GEDE KAJENG 

MUDIKA  berupa  :  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

(PTDH)  dar i  Dinas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia .  Berdasarkan  rekomendas i  Putusan  Sidang  

Komis i  Kode  Et i k  Pol res  Karangasem  te rsebu t ,  

TERGUGAT (Kapo lda  Bal i )  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  Dinas  Pol r i  

Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/  2009  tangga l  30  Oktober  

2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa sebe lum  TERGUGAT  menerb i t kan  obyek  sengketa  

te rsebu t  d ia tas  pada  tangga l  16  Ju l i  2009  PENGGUGAT 
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te lah  mengajukan  upaya  Penin jauan  Kembal i  kepada  

Mahkamah  Agung  RI  sebaga imana  yang   perkaranya  

kemudian  dipu tus  pada  tangga l  23  September  2010  

dengan  Putusan  Nomor  :  168  PK/  PID.SUS/  2009  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  pada  t i ngka t  Penin jauan  

Kembal i  (PK)  atas  nama  Terdakwa  I  GEDE KAJENG 

MUDIKA,  tempat  tangga l  lah i r  Singara ja ,  Umur tangga l  

lah i r /  45  tahun /  8  Apr i l  1961,  jen i s  ke lamin  lak i -

lak i ,  kebangsaan  Indones ia ,  tempat  t i ngga l  ja l an  

Untung  Surapa t i  Nomor  2  Amlapura ,  Agama   Hindu,  

Peker j aan    POLRI    dengan    menja tuhkan  

Putusan . . .

Putusan  yang  amarnya  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengadi l i   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengabulkan  permohonan  Penin jauan  Kembal i  dar i  

pemohon  Penin jauan  Kembal i /  Terp idana  :  I  GEDE 

KAJENG MUDIKA. ; - - - - - - - - - - - -

Membata lkan  Putusan  Mahkamah Agung RI  Nomor  :  715 K/  

PID.SUS/  2007 tangga l  03 Apr i l  2008 yang  membata lkan  

Putusan  Pengadi l an  Neger i  Amlapura  Nomor  :  45/  

Pid .B /  2007/  PN.AP  tangga l  11  September  2007  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengadi l i  Kembal i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
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1. Menyatakan  te rp i dana  I  GEDE  KAJENG  MUDIKA 

te rsebu t  d ia tas  t i dak  te rbuk t i  secara  sah  dan  

meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  

sebaga imana  yang  didakwakan  da lam semua dakwaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Membebaskan  te rp i dana  oleh  karena  i t u  dar i  semua 

dakwaan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memul ihkan  hak  te rp i dana  da lam  kemampuan,  

kedudukan  dan  harka t  ser ta  martaba tnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

4. Membebankan  biaya  perkara  dalam  semua  t i ngka t  

perad i l an  kepada  negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menetapkan  barang  bukt i  berupa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 1  (sa tu )  buah  HP merk  Nokia  type  1600  dengan  

nomor  s im  card  :  081338508462  di rampas  unutk  

dimusnahkan;

- 1 (sa tu )  un i t  sepeda  motor  Suzuk i  Sat r i a  warna  

bi ru  put i h  dikembal i kan  kepada  I  Dewa  Gede 

Al i t  Budiasa ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 1  (sa tu )  berkas  pr in t  out  nomor  HP 

081338508462  te tap  te r l amp i r  da lam  berkas  

perkara  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Putusan  Mahkamah Agung aquo,  te l ah  d i t e t apkan  dan  

dibe r i t a hukan  oleh  Ketua  Pengad i l an  Amlapura  

kepada  Penuntu t  Umum Kejaksaan  Neger i   Amlapura  

dan    Terdakwa    I     GEDE 

KAJENG.. .

     KAJENG   MUDIKA   mela lu i   Akta  Pember i t ahuan  

Putusan    Nomor  :   02/Ak ta /  Pid /  PK/  2010/  PN.AP 

tangga l   19   Oktober   2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa pada  tangga l  17 Januar i  2011  jam 15.00  Wita  

berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung RI  Nomor  :  168  

PK/  PID.SUS/  2009  dan  Ber i t a  Acara  Pelaksanaan  

Putusan  Pengad i l an  dar i  Kejaksaan  Neger i  Amlapura  

tangga l  17  Januar i  2009,  maka  PENGGUGAT 

dike lua r kan  dar i  Lembaga  Pemasyaraka tan  Klas  I I  

Karangasem  sebaga imana  Ber i t a  Acara  Pengeluaran  

Narap idana  Nomor  :  W16.EKA.PK.01 .01 .02 - 03  tangga l  

17 Januar i  2011 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa oleh  karena  PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI  SECARA 

SAH  DAN  MEYAKINKAN  BERSALAH  MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM SEMUA DAKWAAN 

(D ibebaskan)  ,  maka  secara  SUBSTANSI   Keputusan  

Sidang  Komis i  Kode  Et i k  Pol r i  Pol res   Karangasem 

yang  menja tuhkan  sanks i  kepada  PENGGUGAT 

berupa  :  Diberhen t i k an  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  

dar i  Dinas  Kepol i s i an  Republ i k  Indones ia  karena  

melakukan  t i ndak  pidana  adalah  TIDAK TERBUKTI  dan  
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CACAT HUKUM. Oleh  sebab  i t u  obyek  sengketa  yang  

di t e rb i t k an  oleh  TERGUGAT sebaga i  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  sebaga imana  d ia tu r  da lam Pasa l  

11  dan   Pasa l  12  ayat  (1 )  huru f  a PPRI  Nomor  :  1 

tahun  2003  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  11  ”Anggota  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia  yang  dibe rhen t i k an  Tidak  Dengan  Hormat  

apab i l a  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Melakukan  t i ndak  pidana  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

b. Melakukan  pelanggaran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

c . Meningga lkan   tugas  atau  hal  la i n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  12  ayat  (1 )  a  ”Anggota  Kepol i s i a n  Negara  

Republ i k  Indones ia  

Diberhen t i k an . . .

Diberhen t i k an  Tidak  Dengan Hormat  dar i  Dinas  

Kepol i s i an  Negara  

Republ i k  Indones ia  apab i l a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

a.  Dip idana  penja ra  berdasarkan  Putusan  

Pengad i l an  yang  berkekua tan  hukum  te tap  dan  

menuru t  per t imbangan  pejaba t  yang  berwenang  
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t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  

dalam  dinas  Kepol i s i a n  Republ i k  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa Putusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  :  168  PK/  

PID.SUS/  2009  tangga l  23 September  2010  khususnya  

angka  3  ten tang  pemul ihan  hak  te rp i dana  dalam 

kemampuan,  kedudukan  dan  harka t  ser ta  

martaba tnya ,  maka  pemberhent i an  PENGGUGAT t i dak  

dengan  hormat  dar i  Dinas  Kepol i s i an  Negar  

Republ i k  Indones ia  sebaga imana  Sura t  Keputusan  

TERGUGAT (Kapo lda  Bal i )  Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/  

2009  tangga l  30  Oktober  2009,  ada lah  TIDAK 

PROSEDURAL  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa,  oleh  karena  yang  d i j ad i kan  

dasar  o leh  TERGUGAT  untuk  menerb i t kan  obyek  

sengketa  (Sura t  Keputusan   Kepala  Kepol i s i a n  

Daerah  Bal i  Nomor  Pol  :  Skep/  308/X /  2009  tangga l  

30  Oktober  2009  ten tang   Pemberhen t i an  Tidak  

Dengan  Hormat  atas  nama  Br ip t u  I  GEDE KAJENG 

MUDIKA Nrp  61040078  Kesatuan  Pol res  Karangasem) .  

Dengan  mendasar i  Sura t  Keputusan  Komis i  Kode Et i k  

Pro fes i  Pol r i  Pol res  Karangasem Nomor  Pol  :  Kep/  

01/  IX /  2009  tangga l  03 September  2009  yang  cacat  

hukum,  maka obyek  sengketa  yang  d i t e rb i t k an  o leh  

TERGUGAT ada lah  TIDAK SAH;  - - -

11. Bahwa  Keputusan  Tata  Negara  yang  

dike lua r kan  oleh  TERGUGAT   seper t i  te rsebu t  

d ia tas  se la i n  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  
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Perundang- undangan,  juga  ber ten tangan  dengan  

asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  ya i t u  :  

asas  kepas t i an  hukum,  te r t i b  penye lenggaraan  

negara ,  kete rbukaan ,  propors iona l i t a s ,  

akuntab i l i t a s .  Hal  in i  te rbuk t i  dar i  keputusan  

yang  PTDH di te rb i t k an  

oleh . . .

o leh  TERGUGAT  yang  didasar i  atas  Putusan  Kasas i  

Mahkamah Agung  RI  Nomor  :  715  K/  PID.SUS/  2007  

tangga l  03  Apr i l  2008  yang  sudah  diba ta l kan  oleh  

Putusan  Penin jauan  Kembal i  (PK)  Mahkamah Agung RI  

Nomor  :  168  PK/  PID.SUS/  2009  tangga l  23 

September  2010,  seh ingga  Sura t  Keputusan  yang  

di t e rb i t k an  o leh  TERGUGAT menjad i  bata l  pu la  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa,  PENGGUGAT  sangat  merasa  

di rug i kan  ak iba t  keputusan  yang  d ibua tkan  oleh  

TERGUGAT  sebaga imana  yang  menjad i  obyek  sengketa  

aquo  ba ik  secara  mor i l / i nma te r i a l  maupun  secara  

mater i a l .  Karena  dengan  d ibe rhen t i k an  secara  

t i dak  hormat  dar i  Dinas  Kepol i s i an  Negara  

Republ i k  Indones ia  se jak  tangga l  30  Oktober  2009  

PENGGUGAT  sudah  t i dak  dibayarkan  gaj i  lag i ,  dan  

sudah  barang  ten tu  berdampak  s ign i f i k an  pada  

keh idupan  sos ia l  dan  ekonomi  PENGGUGAT beser ta  

ke lua rga  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Maka berdasarkan  atas  alasan- alasan  sebaga imana  

te rsebu t  d ia tas ,  PENGGUGAT mohon  agar  berkenan  

k i ranya  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  
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Denpasar  memutuskan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  PENGGUGAT  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  keputusan  yang  dibua t  o leh  

TERGUGAT  berupa  :  Sura t  Keputusan  Kepala  

Kepol i s i an  Daerah  Bal i  Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/  

2009  tangga l  30  Oktober  2009  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  atas  nama 

Br ip t u  I  GEDE KAJENG MUDIKA Nrp  61040078  Anggota  

Log is t i k  Pol res  Karangasem  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT  mencabut  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  Daerah  Bal i  Nomor  Pol  

:  Skep/  308/  X/  2009  tangga l  30  Oktober  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

4. Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT untuk  menerb i t kan  

Keputusan  Tata    Usaha    Negara    yang     baru  

untuk    mengangkat    kembal i  

PENGGUGAT.. .

PENGGUGAT  ke  dalam  kedudukan  semula  sebaga i  

Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT untuk  membayarkan  

gaj i  dan  hak- hak  PENGGUGAT  la i nnya  se lama 

dibe rhen t i k an  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menghukum TERGUGAT untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  perkara  
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in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Atau  PENGGUGAT  mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya   (  

ex  aequo  et  bono  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang  bahwa  te rhadap  gugatan  PENGGUGAT 

pihak  TERGUGAT  te l ah  mengajukan  jawaban  te r t angga l  

11  Apr i l  2011  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1. Bahwa  TERGUGAT  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l ,  

tun tu tan  dan  sega la  sesuatu  yang  dikemukakan  oleh  

PENGGUGAT dalam Sura t  Gugatan  te r t angga l  07 Maret  

2011,  kecua l i  apa  yang  d iaku i  kebenarannya  secara  

tegas  oleh  TERGUGAT  da lam jawaban  in i  ;  

2. Berdasarkan  Pasa l  15 huru f  b Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  1  tahun  2003,  kewenangan  te rhadap  

pemberhent i an  Anggota  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia  ada lah  merupakan  kewenangan  Kepala  

Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  untuk  

pangkat  Ajun  Komisar i s  Besar  Pol i s i  (AKBP)  atau  

yang  leb ih  rendah.  Kemudian   Pera tu ran  Pemer in tah  

te rsebu t  d i j aba rkan  kembal i  mela lu i  Keputusan  

Kepala  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  Nomor  

Pol  :  KEP/74/  XI /  2003  tangga l  10  November  2003  

pada  angka  5 huru f  b ten tang  Pokok- pokok  Penyusun  

Lap is - lap i s  Pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  Pol r i  

d i j e l a s kan  ten tang  pemberhen t i an  s iswa  dan  
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pengakh i r an  Dinas  Pol r i  d i j e l a s kan  bahwa  :  

”Pengakh i r an  Dinas  Pol r i  dengan  kepangkatan  AIPTU 

kebawah  di l impahkan  kewenangannya  kepada  KAPOLDA 

dan  l i ngkungan   Mabes    Pol r i    d i l impahkan  

kewenangannya     kepada  

3.  De SDM.. .

De  SDM 

Kapol r i ” . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di t e rb i t k an  o leh  

TERGUGAT te l ah  sesua i  dengan  hukum dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  karena  proses  

penerb i t an  obyek  gugatan  te l ah  berdasarkan  

prosedur  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Penggugat  atas  nama  I  GEDE KAJENG MUDIKA,  

jaba tan  te rakh i r  Anggota  Logis t i k  Pol res  

Karangasem te lah  melakukan  perbua tan  pidana  

berupa  ”merayu  perempuan  bernama  NI  WAYAN 

SRI  WULANDARI  DEVI  yang  berumur  15  ( l ima  

belas )  tahun  7  ( tu j uh )  bu lan  s isw i  SMA PGRI 

Amlapura  mela lu i  SMS yang  is i n ya  :  ”Aku  mau 

menyayang i  kamu dan  te tap  menyayang i  sampai  

ku l i ah ”  kemudian  PENGGUGAT  bersed ia  dan  

ber jan j i  member ikan  uang  sebesar  Rp.  

2.500 .000  (dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  

ka lau  korban  mau  dia jak  kencan.  Kemudian  

pada  tangga l  16 Ju l i  2006  dan tanga l  23 Ju l i  
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2006  sek i ra  puku l  11.00  Wita  ber tempat  d i  

kamar  nomor  1 Bunglow  Podok  Batu r  Indah  Desa 

Ababi ,  Kecamatan  Abang,  Kabupaten  Karangasem 

PENGGUGAT  dan  korban  melakukan  hubungan  

badan  layaknya  suami  is t e r i .  Atas  perbua tan  

PENGGUGAT  tesebu t  d ia tas  perkaranya  

dis i dangkan  di  Pengad i l an  Neger i  Karangasem 

dan  te l ah  mempero leh  Putusan  pada  t i ngka t  

Kasas i  dar i  Mahkamah Agung RI  Nomor  :  715 K/  

PID.SUS/  2007  tangga l  03  Apr i l  2008  yang  

memutuskan  PENGGUGAT (  I  GEDE KAJENG MUDIKA)  

te rbuk t i  bersa lah  melakukan  t i ndak  p idana  :  

”Dengan  senga ja  melakukan  serangka ian  

kebohongan  atau  membujuk  anak  melakukan  

perse tubuhan  dengannya”  sebaga imana  dia tu r  

da lam Pasa l    81    ayat  (2 )    Undang- Undang  

RI    Nomor 23 

Tahun. . .

Tahun  2002   ten tang  Per l i ndungan  Anak,  

menghukum  PENGGUGAT dengan  hukuman  p idana  

pen ja ra  se lama 7

( tu j uh )  tahun  dan  pidana  denda  sebesar  

Rp.60 .000 .000  (enam  puluh  ju ta  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

b. Mendasar i  atas  Putusan  Kasas i  Mahkamah Agung  

RI  Nomor  :  715  K/  PID.SUS/  2007  tangga l  03  

Apr i l  2008  po in  3  huru f  a  te rsebu t  d ia tas  

dan  Pasa l  6  Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  Pol  :  7 
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Tahun  2006  tangga l  01 Ju l i  2006  ten tang  Kode 

Et i k  Pro fes i  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  

Indones ia ,  kemudian  dise lenggarakan  Sidang  

Komis i  Kode  Et i k  Pro fes i  Pol r i  atas  nama 

te rpe r i k sa  (PENGGUGAT)  Br ip tu  I  GEDE KAJENG 

MUDIKA Nrp  61040078   Anggota  Log is t i k  Pol res  

Karangasem  karena  diduga  te l ah  melakukan  

pelanggaran  Pasa l  12  ayat  (1 )  huru f  a  PPRI  

Nomor  1  Tahun  2003  tangga l  1  Januar i  2003  

ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  yang  menyatakan  

bahwa  :  Anggota  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia  dibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat  

dar i  Dinas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia  apab i l a  :  ”D ip i dana  pen ja ra  

berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  te lah  

mempunya i  kekuatan  hukum te tap  dan  menuru t  

per t imbangan  pejaba t  yang  berwenang  t i dak  

dapat  d ipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  dalam 

Dinas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia ”  

c . Sebelum  dige la r  Sidang  Komis i  Kode  Et i k  

Pol r i  atas  nama  PENGGUGAT,  te rhadap  berkas  

perkara  aquo  te l ah  mempero leh  pendapat  dan  

saran  hukum  dar i  Fungs i  Pembinaan  Hukum 

Polda  Bal i  Nomor  Pol  :  R/  1748/  VI I I /  2009/  

Bid  Binkum  tangga l  11  Agustus  2009  yang  

is i nya  :  Agar  Penye lesa ian  kasus  atas  nama 

PENGGUGAT   d ige la r  

mela lu i . . .
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mela lu i  Sidang  Komis i  Kode  Et i k  Profes i  

Pol r i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa  dalam  pelaksanaan  Sidang  Komis i  Kode 

Et i k  Pro fes i

Pol r i  Pol res  Karangasem  diben tuk  Susunan  

Komis i  berdasarkan  Sura t  Per in t ah  Kapol res  

Karangasem  Nomor  Pol  :  Spr in /  1008/  

VI I I / 2 009  /  Res  Kr .Asem  tangga l  26  Agustus  

2009,  yang  mana  dalam  Putusannya  Komis i  

memutuskan  te rpe r i k sa  Br ip tu  I  GEDE KAJENG 

MUDIKA Nrp  61040078  Anggota  Logis t i k  Pol res  

Karangasem  te rbuk t i  te l ah  melakukan  

pelanggaran  berupa  t i ndak  pidana  :  ”Dengan  

senga ja  melakukan  serangka ian  kebohongan  

atau  membujuk  anak  melakukan  perse tubuhan  

dengannya  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  81 

ayat  (2 )  Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  

2002  ten tang  Per l i ndungan  Anak  dengan  

di j a t uh i  von is  p idana  pen ja ra  se lama  7 

( tu j uh )  tahun  ,  denda  Rp.60 .000 .000  (enam 

puluh  ju t a  rup iah )  seh ingga  perbua tan  

PENGGUGAT  te l ah  memenuhi  unsur - unsur  

pe langgaran  Pasa l  12  ayat  (1 )  huru f  a  PPRI  

Nomor  1  Tahun  2003  ten tang  Pemberhent i an  

Anggota  Pol r i  ya i t u  :  Anggota  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  Diberhen t i k an  

Tidak  Dengan  Hormat  da i r  Dinas  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  apab i l a  :  Dip idana  

pen ja ra  berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  
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te lah  mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  dan  

menuru t  per t imbangan  pejaba t  yang  berwenang  

t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  untuk  te tap  berada  

dalam  Dinas  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia  dan  te rhadap  PENGGUGAT di j a t uh i  

sanks i  berupa  :  ’Pemberhen t i an  Tidak  Dengan  

Hormat  (PTDH)”  dar i  Dinas  Kepol i s i a sn  Negara  

Republ i k  Indones ia .  Menindak lan j u t i  Putusan  

Sidang  Komis i  Kode  Et i k  te rsebu t  d ia tas ,  

Kapol res  

Karangasem. . .

Karangasem  mengajukan  usu lan  Pemberhent i an  

Tidak  Dengan    Hormat      atas      nama 

Br ip t u   I  GEDE KAJENG 

MUDIKA Nrp  61040078  Anggota  Logis t i k  Pol res  

Karangasem kepada  Kapolda  Bal i  mela lu i  Sura t  

Nomor  Pol  :  R/  1085/  IX /  2009/  Res.Kr .Asem 

tangga l  08  September  2009.  Berdasarkan  atas  

usu lan  te rsebu t  TERGUGAT menerb i t kan  ”Sura t  

Keputusan  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

dar i  Dinas  Pol r i ”  atas  nama  PENGGUGAT 

sebaga imana  Sura t  Keputusan  Nomor  Pol  :  

Skep/  308/  X/  2009  tangga l  30  Oktober  2009  

(obyek  gugatan)  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  berdasarkan  kewenangan  yang  dimi l i k i  dan  

mengiku t i  prosedur  yang  ber laku ,  maka  Keputusan  

TERGUGAT menerb i t kan  obyek  gugatan  berupa  Sura t  

Keputusan  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  

Dinas  Pol r i  atas  nama PENGGUGAT sebaga imana  Sura t  
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Keputusan  Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/2009  tangga l  

30  Oktober  2009  ada lah  te l ah  sesua i  dengan  asas-

asas  umum pemer in tahan   Sura t  Keputusan  Nomor  Pol  

:  Skep/  308/  X/2009  tangga l  30  Oktober  2009  

ada lah  te l ah  sesua i  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  sebaga imana  penje lasan  

Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  b  ten tang  ”Asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ”  yang  mel ipu t i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

a. Kepast i an  Hukum  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

b. Ter t i b  Penye lenggara  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Keterbukaan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Propors i ona l i t a s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Pro fes iona l i sme  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

f . Akuntab i l i t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  TERGUGAT t i dak  melanggar  asas  kepas t i an  

hukum  dalam  menerb i t kan  obyek  gugatan  Sura t  

Keputusan     Kepala    Kepol i s i a n  
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Daerah . . .

Daerah  Bal i  Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/  2009  

tangga l  30  Oktober  2009   ten tang   Pemberhent i an  

Tidak   Dengan  Hormat   atas   nama 

Br ip t u  I  GEDE KAJENG MUDIKA Nrp  61040078  Anggota  

Log is t i k  Pol res  Karangasem  karena  te lah  

berdasarkan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber laku  sebaga imana  dia tu r  da lam  PPRI  Nomor  1 

Tahun  2003,  Pera tu ran  Kapol r i  Nomor  7  Tahun  

2006, .Pera tu r an  Kapol r i  Nomor  8  Tahun  2006,  

keputusan  Kapol r i  Nomor  Pol  :  KEP/  74/  XI /  2003  

tangga l  10  November  2003  dan  mendasar i  Putusan  

Kasas i  Mahkamah Agung  RI  Nomor  :  715  K/PID.SUS/  

2007  tangga l  03  Apr i l  2008  yang  te lah  mempunyai  

kekuatan  hukum  te tap ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

6. Bahwa  berdasarkan  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  

RI  Nomor  :  RI  Nomor  :  715 K/PID.SUS/  2007  tangga l  

03  Apr i l  2008   yang  menyatakan  pada  har i  minggu  

tangga l  16  Ju l i  2006  dan  tangga l  23  Ju l i  2006  

sek i r a  jam  11.00  Wita  ber tempat  di  Home Stay  

Bungalow  Pondok  Batur  Indah  Desa  Ababi  Kecamatan  

Abang  Kabupaten  Karangasem,  PENGUGAT  dengan  

senga ja  melkaukan  serangka ian  kebohongan  atau  

membujuk  anak  melakukan  perse tubuhan  dengannya  

sebaga iman  yang  dia tu r  da lam  Pasa l  81  ayat  (1 )  

Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  ten tang  

Per l i ndungan  Anak.  Atas  perbua tannya  te rsebu t  
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perkara  PENGGUGAT te l ah  d ipu tus  pada  tangga l  03 

Apr i l  2008  yang  amarnya  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  Terdakwa  I  GEDE  KAJENG  MUDIKA 

te rsebu t ,  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  

bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  :  ”Dengan  

senga ja  melakukan  serangka ian  kebohongan  atau  

membujuk  anak  melakukan  perse tubuhan  

dengannya” ;  - - - -

- Menja tuhkan  p idana  te rhadap  Terdakwa  te rsebu t  

dengan  pidana  pen ja ra  se lama  7 ( tu j uh )    tahun  

dan    p idana     denda 

sebesar . . .

sebesar  Rp.60.000 .000  (enam pu luh  ju ta  rup iah )  

dengan  kenten tuan   b i l a   denda  te rsebu t   t i dak  

dibayar   dapat    d igan t i  

dengan  pidana  kurungan  se lama  6 (enam)  bulan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menetapkan  lamanya  Terdakwa  berada  da lam 

tahanan  diku rangkan  se lu ruhya  dengan  lamanya  

pidana  yang  di j a t uhkan  atas  di r i  

Terdakwa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menetapkan  agar  barang  bukt i  berupa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1  (sa tu )  buah  HP merk  Nokia  type  1600  dengan  

nomor  s im  card  081338508462  di rampas  untuk  

dimusnahkan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1 (sa tu )  un i t  sepeda  motor  Suzuk i  sat r i a  warna  

bi ru  put i h  d ikembal i kan  kepada  I  Dewa Gede Al i t  

Budiasa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 (sa tu )  berkas  Pr in t  out  nomor  HP 081338508462  

te tap  te r l amp i r  da lam  berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Termohon  Kasas i /Te rdakwa  te rsebu t  

untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  semua 

t i ngka t  perad i l an  dan  dalam t i ngka t  kasas i  in i  

d i t e t apkan  sebesar  Rp.2 .500  (  dua  r i bu  l ima  

ra tus  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7. Dengan  demik ian  penerb i t an  obyek  gugatan  berupa  

Sura t  Keputusan  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

dar i  Dinas  Pol r i  Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/  2009  

tangga l  30 Oktober  2009  t i dak  ber ten tangan  dengan  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  yo  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  seh ingga  cukup  bera lasan  bag i  Maje l i s  

untuk  menolak  Gugatan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  sebaga imana  te ru ra i  d i  atas  in i  

dengan  in i  TERGUGAT mohon  kepada  Yang  Terhormat  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  

Perkara  Nomor  :  03/  G/  2011/  PTUN Dps yang  memer iksa  

dan  mengadi l i  perkara  in i  berkenan  k i ranya  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1.  Menolak . . .

1. Menolak  untuk  se lu ruhnya  gugatan  PENGGUGAT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Sura t  Keputusan  Kapolda  Bal i  Nomor  Pol  

:  Skep/  308/  

X/  2009  tangga l  30  Oktober  2009  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  d inas  

Pol r i  atas  nama I  GEDE KAJENG MUDIKA adalah  SAH ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3. Menghukum PENGGUGAT untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Atau  bi l amana  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  in i  berpendapat  la i n ,  mohon  agar  

k i r anya  menja tuhkan  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  

menuru t  hukum yang  ber laku  (  ex  aequo  et  bono) ;  

- - - - - - -

- - - - - Menimbang  bahwa  PENGGUGAT  t i dak  mengajukan  

Repl i k  dan  demik ian  pula  TERGUGAT  t i dak  mengajukan  

Dupl i k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dal i l - da l i l  

gugatannya  PENGGUGAT te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  berupa  photo  copy  sura t - sura t  yang  te l ah  

bermate ra i  cukup  dan  oleh  Maje l i s  Hakim  te lah  

di t e l i t i  ser ta  disesua i kan /d i cocokkan  dengan  sura t  

as l i I n ya  atau  photo  copynya  seh ingga  bukt i - bukt i  

te rsebu t  te lah  memenuhi  syara t  untuk  di j ad i kan  
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sebaga i  a la t  bukt i  d i  pers idangan ,  yang  dibe r i  tanda  

P- 1  sampai   dengan  P- 9  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

1. Bukt i  P -  1 : Foto  copy  SK  No  Pol  :  

Skep/Pers .TRIM- 108.B / I I I / 1 980  

te r t angga l  5  Maret  1980  dar i  Kapolda  

IX  Jawa  Tengah  ten tang  Pengangkatan  

Penempatan  para  pewaj i b  mi l i t e r  

bag ian  kepo l i s i a n  tahun  1979/1980 ,  

yang  te l ah  di l ega l i s i r  dan  d ibe r i  

matera i  secukupnya  ser ta  dicocokkan  

te rnya ta  sesua i  dengan  as l i nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P -  2   : Foto  copy  Pet i kan  SK  Kapolda  

Bal i  No  Pol  :  Skep/225 /V I / 2004 ,  

te r t angga l  24  Jun i  2004,  ten tang  

kena ikan   pangkat   atas   nama   I  

GEDE 

KAJENG.. .

KAJENG MUDIKA,  yang  te l ah  di l ega l i s i r  

dan  dibe r i  matera i  secukupnya  ser ta  

dicocokkan  te rnya ta  sesua i  dengan  

as l i nya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

3. Bukt i  P -  3  : Foto  copy  Putusan   Pengadi l an  

Neger i   Amlapura  

Nomor  :  45/P id .B /2007 /PN.Ap ,  

te r t angga l  11  September  2007,  yang  
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te lah  di l ega l i s i r  dan  d iber i  matera i  

secukupnya   ser ta    d icocokkan  

te rnya ta

sesua i  dengan  fo to  copynya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P -  4  : Foto  copy  Putusan  Mahkamah Agung 

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  715  

K/P id .Sus /2007 ,  te r t angga l  3  Apr i l  

2008,  yang  te lah  di l ega l i s i r  dan  

dibe r i  matera i  secukupnya  ser ta  

dicocokkan  te rnya ta  sesua i  dengan  

fo to  copynya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P -  5  : Foto  copy  Keputusan  Komis i  Kode 

Et i k  Pol r i  No Pol  :  Kep/01 / IX /2009 ,  

te r t angga l  3  September  2009  ten tang  

putusan  s idang  komis i ,  yang  te l ah  

di l ega l i s i r  dan  d iber i  matera i  

secukupnya  ser ta  dicocokkan  te rnya ta  

sesua i  dengan  fo to  copynya;

6. Bukt i  P -  6  : Foto  copy  Sal inan  dan  pet i kan  

Skep  PTDH dar i  Kapolda  Bal i  No   :  

R/2350/X /2009 /Ropers ,  te r t angga l  30 

Oktober  2009,  yang  te l ah  di l ega l i s i r  

dan  dibe r i  matera i  secukupnya  ser ta  

dicocokkan  te rnya ta  sesua i  dengan  

fo to  copynya  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P -  7  : Foto  copy    Sura t    Penganta r  

dar i    Pengadi l an    Neger i    Amlapura
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ten tang  pet i kan  putusan  Mahkamah 

Agung Republ i k  Indones ia ,   te r t angga l  

28  September  2010,  yang  te lah  

di l ega l i s i r  dan  d iber i  matera i  

secukupnya  ser ta  dicocokkan  te rnya ta  

sesua i  dengan  fo to  copynya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

8.Buk t i  P- 8. . .

8. Bukt i  P -  8  :  Foto  copy  Sura t  Pember i t ahuan  

Putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  da lam  t i ngka t  Penin jauan  

Kembal i  kepada   I  GEDE KAJENG MUDIKA 

dar i  Pengad i l an  Neger i  Amlapura  Nomor  

:  02/Ak ta .P id /PK /2010 /PN.Ap,  

te r t angga l  19  Oktober  2010,  yang  

te lah  di l ega l i s i r  dan  d iber i  matera i  

secukupnya  ser ta  dicocokkan  te rnya ta  

sesua i  dengan  as l i nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P -  9  : Foto  copy  Ber i t a  acara  

penge lua ran  Narap idana  dar i  Kalapas  

Klas  I I  Karangasem atas  nama I  GEDE 

KAJENG  MUDIKA  dar i  Nomor  :  

W16.EKA.PK.01 .0102 .03 .  te r t angga l  17 

Januar i  2011,   yang    te l ah  

di l ega l i s i r   dan  d ibe r i   matera i  

secukupnya  ser ta  dicocokkan  te rnya ta  

sesua i  dengan  as l i nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - -

- - - - -  Menimbang,   bahwa  untuk     mendukung   da l i l -

da l i l     jawabannya ,  

TERGUGAT te l ah  mengajukan  bukt i  sura t  yang  berupa  

photo  copy  sura t  yang  bermate ra i  cukup  dan  oleh  

Maje l i s  Hakim  te l ah  di te l i t i  ser ta  disesua i kan /  

d icocokkan  dengan  sura t  as l i n ya  atau  photo  copynya  

seh ingga  bukt i  te r sebu t  te l ah  memenuhi  syara t  untuk  

di j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  d i  pers i dangan  yang  

dibe r i  tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 8  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T - 1   : Foto  copy   putusan  Mahkamah Agung 

Republ i k  Indones ia  Nomor:  715 

K/P id .Sus /2007 ,  yang  te l ah  d i l ega l i s i r  

dan  dibe r i  matera i  secukupnya  ser ta  

dicocokkan  te rnya ta  sesua i  dengan  fo to  

copynya ;  - - -

2. Bukt i  T - 2   : Foto  copy   Laporan  Pol i s i  Nomor  

Pol  :  LP/315/ IX /2006 /Res .K r .  Asem,  

te r t angga l    9    September   2006,  

yang  te l ah   d i l ega l i s i r   dan  d ibe r i  

matera i . . .

matera i  secukupnya  ser ta  dicocokkan  

te rnya ta  sesua i  dengan  as l i nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T -  3   : Foto  copy   Sura t  Kapolda  Bal i  

Nomor  Pol  :   R/1748/V I I I / 2 009 /B i d  

Binkum  te r t angga l  11  Agustus  2009  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

per iha l  pendapat  dan  saran  hokum atas  

nama   BRIPTU  I  GEDE KAJENG MUDIKA,  

yang  te lah  di l ega l i s i r  dan  d ibe r i  

matera i  secukupnya  ser ta  dicocokkan  

te rnya ta  sesua i  dengan  as l i nya  ;  

- - - - - - - - - -

4. Bukt i  T -  4   : Foto     copy     Sura t   Per in tah  

Kapol res   Karangasem   Nomor  Pol  :  

Spin /1088 /V I I I / 2 009 /Res  Kr .  Asem 

te r t angga l  26 Agustus  2009,  yang  te l ah  

di l ega l i s i r  dan  d iber i  matera i  

secukupnya  ser ta  dicocokkan  te rnya ta  

sesua i  dengan  as l i nya  ;  - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T -  5   :  Foto   copy    Keputusan   Komis i  

Kode  Et i k  Pol r i  Nomor  :  Pol  :  

Kep/01 / IX /2009  te r t angga l  3  September  

2009,  yang  te lah  di l ega l i s i r  dan  

dibe r i  matera i  secukupnya  ser ta  

dicocokkan  te rnya ta  sesua i  dengan  

as l i nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T  -  6    :     Foto  copy   Ber i t a  Acara  

pelaksanaan  s idang  Komis i  Kode  Et i k  

Pol r i  te r t angga l  3  September  2009,  

yang  te lah  di l ega l i s i r  dan  d ibe r i  

matera i  secukupnya  ser ta  dicocokkan  

te rnya ta  sesua i  dengan  

as l i nya  ; - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T -  7   :    Foto  copy   Sura t  Kapol res  
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Karangasem  Nomor  Pol  :  

R/1085/ IX /2009 /Res .  Kr .Asem te r t angga l  

8 September  2009,  per i ha l  usu lan   PTDH 

atas    nama 

BRIPTU  I  GEDE KAJENG MUDIKA   yang  

te lah  di l ega l i s i r  dan  dibe r i  matera i  

secukupnya  ser ta  dicocokkan  te rnya ta  

sesua i  dengan  as l i nya  ;  - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T -  8  :  Foto   copy    Sura t   Keputusan  

Kapolda   Bal i   Nomor 

Pol :Skep / . . .

                      Pol  :  Skep/308 /X /2009  

te r t angga l  30  Oktober  2009  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  

Dinas  Pol r i ,  yang  te l ah  d i l ega l i s i r  

dan  dibe r i  matera i  secukupnya  ser ta  

dicocokkan  te rnya ta  sesua i  dengan  

as l i nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  pada  akh i r  pemer iksaan  

pers i dangan ,  PENGGUGAT t i dak  menyampaikan  kes impu lan  

dan  pihak  TERGUGAT  juga  t i dak  menyampaikan  

kes impu lan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa se lan ju t n ya  para  pihak   t i dak  

mengajukan  apa- apa  lag i  dan  mohon  Putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  je l as  dan  s ingka tnya  

Putusan  in i  maka  Ber i t a  Acara  Sidang  dianggap  
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te rmuat  dan  merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dengan  Putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- - - - - Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

PENGGUGAT adalah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  

perkara  dimuka;  - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

PENGGUGAT ada lah  agar  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah  Sura t  Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  Daerah  Bal i  

Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/  2009  tangga l  30  Oktober  

2009  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  dar i  

Dinas  Pol r i  atas  nama Br ip tu  I  GEDE KAJENG MUDIKA 

Nrp  61040078  dengan  alasan  bahwa   obyek  gugatan  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  ser ta  melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  

Yang  Baik  (AAUPB)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  yang  dia j ukan  

oleh  PENGGUGAT,Pihak  TERGUGAT  te l ah  member ikan  

jawabannya  te r t angga l  11  Apr i l  2011  yang  pada  

pokoknya  menolak  dal i l - da l i l  gugatan  PENGGUGAT 

dengan  menyatakan  bahwa,  Penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Kepala  Kepol i s i a n  Daerah  Bal i  Nomor     Pol  :  Skep/  

308/  X/  

2009. . .

2009  tangga l  30  Oktober  2009  ten tang  Pemberhent i an  

Tidak  Dengan  Hormat  dar i  Dinas  Pol r i  atas  nama 

Br ip t u  I  GEDE KAJENG MUDIKA  t i dak  ber ten tangan  
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dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  dan  t i dak  

melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang  baik  

(AAUPB);  - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  obyek  sengketa  dalam  perkara  

in i  ada lah  :  Sura t  Keputusan  Kepala  Kepol i s i a n  

Daerah  Bal i  Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/  2009  tangga l  

30  Oktober  2009  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  

Hormat  dar i  Dinas  Pol r i  atas  nama  Br ip tu  I  GEDE 

KAJENG  MUDIKA  Nrp  610140078  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa Pengad i l an  dalam menyelesa i kan  

perkara  in i  berpedoman  pada  keten tuan  Pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  menentukan  :  ”Hak im  menentukan  apa  

yang  harus  dibuk t i k an ,  beban  pembukt i an  beser ta  

pen i l a i a n  pembukt i an ,  dan  untuk  sahnya  pembukt i an  

dipe r l u kan  sekurang- kurangnya  dua  (2)  a la t  bukt i  

berdasarkan  keyak inan  

Hakim”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  meskipun  TERGUGAT  t i dak  

mengajukan  ekseps i  da lam  sura t  jawabannya,  namun 

Maje l i s  Hakim berdasarkan  kewenangannya  menuru t  Asas  

Dominus  Li t i s  d imana  Hakim  bers i f a t  akt i f  da lam 

menyelesa i kan  suatu  sengketa  d i  pengad i l an  per lu  

mempert imbangkan  hal - ha l  yang  berka i t an  dengan  

fo rma l i t a s  suatu  gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa sebe lum mempert imbangkan  pokok  

sengketa  perkara  in i ,  Maje l i s  Hakim te r l eb i h  dahulu  

akan  mempert imbangkan  mengenai  tenggang  waktu  

penga juan  gugatan ,  sebaga imana  yang  d i i s ya ra t kan  

dalam keten tuan  Pasa l  55 Undang- undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya  PENGGUGAT 

mendal i l k an  bahwa  gugatan   d ia jukan   te l ah   sesua i  

dengan  keten tuan   Pasa l   55 

Undang- Undang. . .

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  karena  dia jukan  

t i dak  leb ih  dar i  sembi l an  puluh  har i  te rh i t ung  se jak  

saat  pe laksanaan  Putusan  Pengad i l an  dar i  Kejaksaan  

Neger i  Amlapura  te r t angga l  17  Januar i  2011  yang  

menyatakan  bahwa  Terdakwa  berdasarkan  Putusan  

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  168/  PK/  PID.SUS/  2009  

yang  memer iksa  dan mengadi l i  pada t i ngka t  Penin jauan  

Kembal i  (PK)  ;  - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  Keten tuan  Pasa l  55  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  berbuny i  ”Gugatan  dapat  d ia j ukan  

hanya  da lam  tenggang  waktu  sembi l an  puluh   har i  

te rh i t u ng  se jak  saat  d i t e r imanya  atau  d iumumkannya  

Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  se lan ju t n ya  dalam  penje lasan  

Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  
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Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  di j e l a s kan  bahwa :  Bagi  

p ihak  yang  namanya  te rsebu t  da lam  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  diguga t ,  maka  tenggang  waktu  

sembi l an  puluh  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  

d i t e r imanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t .  Dalam hal  yang  hendak  d iguga t  i t u  merupakan  

Keputusan  menuru t  keten tuan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pasa l  3  ayat  (2 ) ,  tenggang  waktu  sembi lan  puluh  

har i  i t u  d ih i t ung  sete lah  lewatnya  tenggang  waktu  

yang  di t en tukan  da lam  Pera tu ran  dasarnya ,  yang  

te lah  dih i t ung  se jak  di te r imanya  permohonan  yang  

bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pasa l  3  ayat  (3 ) ,  maka  tenggang  waktu  sembi l an  

puluh  har i  i t u  d ih i t ung  sete lah  lewatnya  batas  

waktu  empat  bu lan  yang  dih i t ung  se jak  tangga l  

d i t e r imanya  permohonan  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - -

Dalam hal  Pera tu ran  dasarnya  menentukan  bahwa suatu  

keputusan  i t u  harus  diumumkan,  maka  tenggang  waktu  

sembi l an  puluh  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  

pengumuman  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,   bahwa   da lam   pemer iksaan  

pers i dangan   di t emukan  

fak ta . . .

fak ta  hukum bahwa Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  
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sengketa  di te rb i t k an  pada  tangga l  30  Oktober  2009,  

(V ide  bukt i  P- 6  dan  T- 8) ,  seh ingga  apab i l a  

menghi tung  tenggang  waktu  anta ra  te rb i t n ya  Sura t  

Keputusan  yang  diguga t  dengan  waktu  dia jukannya  

gugatan  pada  tangga l  7  Maret  2011  je l as  te l ah  

melewat i  tenggang  waktu  sebaga imana  yang  

di i s ya ra t kan  dalam  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  disamping  i t u ,  untuk  

menghi tung  tenggang  waktu  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim 

harus  pula  memper t imbangkan  se jak  kapan  PENGGUGAT 

mener ima  Sura t  Keputusan  yang  diguga t  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa sete lah  mencermat i  kese lu ruhan  

ala t  bukt i  yang  dia j ukan  di  pers i dangan ,  t i dak  

di t emukan  ala t  bukt i  yang  meyak inkan  yang  dapat  

menunjukkan  bahwa  PENGGUGAT baru  mengetahu i  dan  

mener ima  Sura t   Keputusan  yang  menjad i  obyek  gugatan  

te rsebu t  sembi l an  puluh  har i  sebe lum  PENGGUGAT 

mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Denpasar  pada  tangga l  7  Maret  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  dal i l  gugatan  PENGGUGAT yang  

menyatakan   gugatan  d ia j ukan  masih  da lam  tenggang  

waktu  dengan  menyandarkan  perh i t ungannya  pada  
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pelaksanaan  Putusan  Pengad i l an  oleh  Kejaksaan  Neger i  

Amlapura  te r t angga l  17 Januar i  2011 ( te rmak tub  da lam 

bukt i  P- 90)  menuru t  Maje l i s  Hakim  t i dak  dapat  

d i t e r ima  karena  berdasarkan  Keten tuan  Pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  beser ta  

pen je lasannya ,  perh i t ungan   tenggang  waktu  te rsebu t  

harus lah  disandarkan  pada  Sura t  Keputusan  yang  

diguga t  yakn i  Sura t  Keputusan  Kepala  Kepol i s i a n  

Daerah  Bal i  Nomor  Pol  :  Skep/  308/  X/  2009   tangga l  

30  Oktober  2009  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  

Hormat  dar i  Dinas  Pol r i  atas  nama Br ip tu   I   GEDE 

KAJENG  MUDIKA 

Nrp. . .

Nrp  61040078  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa se la i n  i t u  dar i  da l i l  gugatan  

PENGGUGAT  yang  menyatakan  bahwa PENGGUGAT  sangat  

merasa  di rug i kan  ak iba t  Keputusan  yang  dike lua rkan  

oleh  TERGUGAT baik  mor i l /  immater i a l  maupun  secara  

mater i a l ,  karena  dengan  dibe rhen t i k an  secara  t i dak  

hormat  dar i  Dinas  Pol r i  te rsebu t  se jak  tangga l  30  

Oktober  2009  PENGGUGAT  sudah  t i dak  dibayarkan  gaj i  

lag i ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  PENGGUGAT 

te lah  merasa  di rug i kan  atau  te lah  merasakan  ak iba t  

yang  di t imbu l kan  oleh  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  

te rsebu t  pada  saat  Sura t  Keputusan  te rsebu t  

d i t e rb i t k an  pada  tangga l  30  Oktober  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Keten tuan  

Perundang- undangan  yang  ber laku   dan juga  ala t  bukt i  

yang  te l ah  diu ra i kan  dalam per t imbangan  d i  atas  maka 

Maje l i s  Hakim  berkeyak inan  bahwa  PENGGUGAT  te l ah  

mengetahu i  dan  te l ah  merasa  d i rug i kan  pada  saat  

te rb i t n ya  obyek  sengketa  aquo  pada  tangga l  30 

Oktober  2009 ;  - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  

per t imbangan  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  

bahwa  gugatan  yang  d ia j ukan  PENGGUGAT  dar i  aspek  

fo rma l  gugatannya  te l ah  lewat  tenggang  waktu  

penga juan  gugatan  sebaga imana  di i s ya ra t kan  da lam 

Keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  o leh  

karenanya  gugatan  PENGUGAT harus  dinya takan  t i dak  

di t e r ima  ( Nie t  ontvanke l i j k e  verk l aa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa karena  gugatan  PENGGUGAT t i dak  

di t e r ima ,  maka  mengenai  pokok  sengketa  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i  ;  - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  walaupun  sengke ta  in i  te l ah  

mela lu i  Proses  Peni l i t i a n  Admin is t r a s i  Kepan i t e raan ,  

Dismissa l  Proses  dan  Pemer iksaan   Pers iapan ,   bukan  

bera r t i    pada   saat    te rsebu t    te lah  

diyak in i . . .
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diyak in i  fak ta  yur i d i s  ten tang  tenggang  waktu  

te rsebu t ,  karena  baru  pada  saat  acara  pembukt i an  

dalam  Pemer iksaan  Pers idangan  ha l  te rsebu t  

d iyak in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa se la i n  dar i  pada  hal - ha l  yang  

te lah  diu ra i kan  dia tas ,  Maje l i s  Hakim  sesua i  

kewenangannya  menuru t  asas  Dominus  L i t i s  merasa  

per lu  member ikan  pandangan  hukum kepada  PENGGUGAT 

dalam  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  meskipun  gugatan  PENGGUGAT 

dinya takan  t i dak  di te r ima  karena  te l ah  lewat  

tenggang  waktu  penga juan  gugatan ,  PENGGUGAT dapat  

mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kepol i s i an  

Daerah  Bal i  agar  dikembal i kan  sta tusnya  sebaga i  

Anggota  Kepol i s i a n  akt i f  dengan  mendasarkan  

permohonannya  pada  fak ta  hukum baru  berupa  Putusan  

Penin jauan  Kembal i  (PK)  Mahkamah Agung RI  Nomor  168/  

PK/PID.SUS/  2009  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  dengan  te lah  

dipe r t imbangkannya  fo rma l  gugatan  dan  pokok  perkara  

te rsebu t ,  maka  kese lu ruhan  permasa lahan  hukum 

sengketa  in i  te l ah  dipe r t imbangkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa oleh  karena  gugatan  PENGGUGAT 

t i dak  di te r ima ,  maka PENGGUGAT  sebaga i  p ihak  yang  
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Haki m Ket ua Maj el i s

Tt d

MUHAMMAD ALY RUSMI N,  SH

Pani t er a Penggant i

Tt d

I  MADE SUDI  ADNYANA,  SH

ka lah  da lam  sengke ta  in i ,  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  110  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  kepada  

PENGGUGAT dibebankan  untuk  membayar  b iaya  perkara  

yang  besarnya  akan  d i t en tukan  dalam  Amar  

Putusan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Memperhat i kan  keten tuan  pasa l - pasa l  da lam 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun  2004  jo .  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  

2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  dan  Pera tu ran  la i nnya  yang  berka i t an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I  . . .

M E N G A D I  L I  :

1.  Menyatakan  gugatan  PENGGUGAT t i dak  di te r ima  ( Nie t  

ontvanke l i j k e  verk l aa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

2. Menghukum PENGGUGAT untuk  membayar  biaya  perkara  

sebesar  Rp.61.000  (enam pu luh  satu  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Demik ian  dipu tuskan  dalam Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  

pada  har i  :  SENIN tangga l  18  Apr i l  2011  o leh  kami  

MUHAMMAD ALY RUSMIN,  SH. ,se laku  Hakim Ketua  Maje l i s ,  

LISTYORANI IMAWATI,  SH. ,  dan CHRISTIN ANDRIANI ,  SH. ,  

masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  Putusan  mana 
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Haki m Ket ua Maj el i s

Tt d

MUHAMMAD ALY RUSMI N,  SH

Pani t er a Penggant i

Tt d

I  MADE SUDI  ADNYANA,  SH

Haki m Anggot a

Tt d

1. LI STYORANI   I MAWATI ,  SH

Tt d

2.  CHRI STI N ANDRI ANI ,  SH

dibacakan  pada  har i  KAMIS  tangga l  21  Apr i l  2011  

dalam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum oleh  

Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  d iban tu  o leh  I  MADE 

SUDI  ADNYANA,  SH. ,  Pani te r a  Penggant i  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Denpasar ,  dengan  dihad i r i  o leh  

PENGGUGAT  dan  Kuasa  Hukum 

TERGUGAT.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

Per inc i an . . .

Per inc i an  Biaya  :

1. Biaya  

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .  Rp.  50.000 , -

2. Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp.    5.000 , -

3. Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp.    6.000 , -

Jumlah   :   Rp.   61.000 , -

Terbi l ang  :  enam puluh  satu  r ibu  rupiah .
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